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	Pasal 406, Pasal 411 dan Pasal 438 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, adalah beberapa ketentuan hukum
yang dapat dikenakan kepada kapten penerbang atau pilot atas terjadinya kecelakaan pesawat terbang. Pesawat udara menjadi salah
satu alternatif alat transportasi yang sangat diminati oleh masyarakat. Meskipun pengaturan tersebut sudah tegas, pada praktiknya
masih banyak terjadi pelanggran prosedur oleh pilot yang memungkinkan ia terjerat pasal pidana sebagaimana tersebut di atas.
Dalam penelitian ini akan dibahas tentang pertanggung jawaban pilot atau kapten penerbang atas kecelakaan pesawat dan
bagaimana status hukum hasil investigasi terhadap pesawat yang mengalami kecelakaan oleh Komite Nasional Keselamatan
Transportasi (KNKT) dalam pembuktian di pengadilan.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan hukum terhadap pertanggung jawaban pidana pilot pesawat terbang atas
terjadinya suatu kecelakaan pesawat dan status hukum hasil investigasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
terhadap pesawat yang mengalami kecelakaan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Sumber
penelitian hukumnya terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi aturan perundang-undangan,. Bahan hukum sekunder yang
terdiri dari buku-buku ilmu hukum, dan bahan hukum tersier berupa buku-buku bidang studi keilmuan lainnya.
Hasil penelitian ini menunjukkan pertanggungjawaban pilot atas terjadinya kecelakaan adalah, bahwa seorang pilot dapat dikenakan
sanksi pidana berdasarkan Pasal 406, Pasal 411 dan Pasal 438 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Hasil
investigasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi dapat dijadikan barang bukti dan menjadi bahan pertimbangan hakim
dalam memutuskan perkara, jika hasil investigasi dapat menunjukan kesalahan yang dilakukan oleh pilot, dan memenuhi
unsur-unsur materil dalam pasal-pasal yang dapat dikenakan kepada pilot.
Diharapkan kepada Pemerintah dan penyedia jasa penerbangan dapat bekerja sama dalam menjamin keamanan dan keselamatan
dalam pelaksanaan penerbangan. dalam hal terjadinya kecelakaan, pilot diharapkan agar cepat tanggap dalam mengambil keputusan
yang tepat untuk kemanan dan keselamatan penumpang.
